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ABSTRAK

Standar pelayanan merupakan pedoman yang wajib diterapkan dan dilaksanakan
dalam proses pelayanan, agar mendapatkan pelayanan yang baik. Pajak
merupakan iuran yang wajib masyarakat bayarkan kepada negara. Standar
pelayanan juga diterapkan salah satunya,pada proses pembayaran pajak kendaraan
di Kantor Samsat Kota Banda#/Aceh. Kantor'Samsat Kota Banda aceh menerapkan
sistem pembayaranpajak kendaraan melalui sistem. drive. Pembayaran pajak
melalui sistem drive thru sangat memudahkan masyarakat dalam pembayaran
pajak kendaraan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian_ini adalah Penerapan
standar pelayanan,publik pada pajak kendaraan dengan sistem Drive Thru di
Kantor;Samsat Kota Banda Aceh dan apa saja hambatan dalam penerapan standar
pelayanan publik pada Drive Thru dari instansi maupun masyarakat di UPTD
Wilayah-I Kantor Bersama Samsat Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penerapan standar pelayanan publik pada pajak kendaraan
dengan sistem drive thru dan hambatan apa saja yang diterima oleh instansi dan
masyarakat. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan yang
diterapkan pada pembayaran pajak melalui sistem drive thru sudah cukup baik
dan sesuai dengan peraturan standar pelayanan yang/ada. Namun dari segi sarana
dan prasarana akan dilakukan penambahan drive/thru agar lebih memudahkan
masyarakat. Nantinya “pembayaranpajak melalui /sistem drive thru akan
dipisahkan menjadi 2yaitu kendaraan roda 2 dan.kendaraan roda 4. Hambatan
pembayaran pajak melaluixsistem drive thit_yang dialami olehwinstansi hanya
mengenai jaringan saat pelaksanaan pembayaran saja. Sementara hambatan yanng
dialami masyarakat saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung seperti hujan dan
panas. Saat ini pengendara roda 4 juga mengalami sedikit kendala karena saat ini
pembayaran drive thru berada disebelah-kiri;. Namun saat ini samsat banda aceh
akan segera melakukan penambahan-drive thru-terbaru untuk pengguna roda 4.

Kata kunci“'standar pelayanan, pajak, drive thru
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pelayanan_tidak terlepas "dari_kehidupan masyarakat, karena
pelayanan sangat dibutuhkan disegala aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat
sebagai pelanggan.dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada
kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa
pentingnya menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dalam
mengatasi berbagai urusan yang dibutuhkan. Hal ini merupakan tuntutan bagi
instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan‘yang terbaik serta untuk
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.*

Dalam Undang-Undang Nomor 25¢Tahun 2009 tentang pelayanan publik
dituliskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman. penyelenggaraan-pelayanan—dan—acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban-dan-janji-penyelenggarakepadamasyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat mudah terjangkau, dan terukur. Penyelenggara
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan

! Nurfatma dkk, “Pelayanan Publik Melalui Sistem E-Filling Di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cilegon”. Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik. Vol 01. No 01, Maret 2020, Hal
35.



masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dengan menyusun dan menetapkan standar
pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
Pengikutsertaan masyarakat dan pihak dilakukan dengan prinsip tidak
diskrimintif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan
mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

“Standarypelayanan pada hakikatnya adalah merupakan penerapan dari
konsep momen Kritis pelayanan. Untuk dapat menyelenggarakanypelayanan publik
yang baik sehingga dapat diwujudkan pelayanan prima, penyelenggara pelayanan
publik harus memperhatikan dan mengelola semua momen kritis yang ada dengan
menerapkan standar yang tepat.”

Pajak merupakan unsur penting bagi setiap negara, bahkan penting dalam
rangka menopang anggaran penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan
pajak, tentu diperlukan-juga kerjasama‘dari wajib pajak, yang mana dibutuhkan
kepatuhan dari wajib pajak baik pribadi maupun badan dalam melaporkan dan
membayar pajak. Menurut Pratami dkk ‘kepatuhan wajib pajak (Tax complien)
dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
kepatuhan untuk melaporkan kembali.surat pemeritahuan (SPT), kepatuhan dalam
menghitung dan membayar pajak terhutang”. Dalam pelaksanaannya, seluruh
kewajiban ini berkaitan dengan pemberian-pelayanan-pada wajib pajak. Pelayanan
yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan dapat diberikan secara mudah,

cepat dan aman. Dengan adanya kemudahan ini, wajib pajak diharapkan dapat

lebih meningkatkan kewajiban perpajakannya.?

2 Ratminto, Pelayanan Prima : Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan Dari A
Sampai Z, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017). Hal. 20-21

3 Rindi Citra Dewi dkk, “Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis. Vol 01. No 02. Juli
2019. Hal 93



Peraturan perundang-undangan nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU
HKPD). Peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai lingkup hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi
pemberian sumber jpeénerimaan daerah berupa pajak,dan retribusi, pengelolaan
Transfer kesDaerah/TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan
untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal
nasional. Dalam rangka mengalokasikan, sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut
Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak,
pemberian sumber-sumber perpajakan daerahyang baru, penyederhanaan jenis
Retribusi, dan harmonisasi dengan UU. Nomor 11 Fahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah
retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa
Umum; Retribusi Jasa Usaha, 'dan’ Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka
mencapai ‘tujuan untuk “mengurangl ketimpangan ‘fiskal dan kesenjangan
pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan Kinerja sehingga dapat
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah,
sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang
lebih baik secara efisien dan disiplin.*

Undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah, termasuk bagaimana dana dialokasikan, sumber pendapatan

4 Peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



daerah, dan pengelolaan anggaran. Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya
kurang memadai. dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan
dengan/Peraturan Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar:besarnya kemakmuran
rakyat. Adapun Pajak “Kendaraan™ Bermotor/ termasuk ke dalam jenis pajak
provinsi yang merupakan bagian dari Pajak’Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor=28'TFahun~2009 adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan®bermotor. ‘Dalam pelaksanaan pemungutannya
dilakukan di*Kantor Bersama Samsat, Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga
instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah
Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dalam sistem pelayanan pajak, Kantor Bersama Samsat Kota Banda Aceh
menggunakan Inovasi pelayanan drive thru untuk mempermudah masyarakat

dalam proses pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan SWDKLLJ yang tempat

> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan
Restribusi Daerah.



pelaksaannya ada di luar gedung Kantor Bersama Samsat Kota Banda Aceh.
Pelayanan melalui drive thru sangat direkomendasikan karena dapat
mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa harus turun dari
kendaaraan bermotor yang dikendarainya. Dalam pelaksanaan melalui drive thru
ini masyarakat hanya‘dapat melakukan pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan
SWDKLLJ,smasyarakat tidak bisa’ mengganti plat kendaraan. Jika ingin
mengganti plat kendaraan masyarakat harus menggesek nomor mesin dan nomor
rangka pada kendaraan, itu tidak bisa dilakukan melalui drive thru.

Sistem pelayanan pajak kendaraan drive thru Kantor Bersama Samsat Kota
Banda Aceh memiliki Syarat dan ketentuan yang harus dibawa pada saat
melakukan pembayaran pajak kendaraan yaitu e-KTP, STNK asli, BPKB asli dan
bukti pelunasan PKB dan, S\WWDKEL: Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti
bagaimana standar pelayanan yang ada di Kantoer Bersama Samsat»Apakah sudah
memenuhi standar pelayanan yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi ‘Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan khsususnya. Dalam penelitian ini
peneliti hanya melakukan penelitian berkenaan dengan pajak kendaraan bermotor
roda 2.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul “Standar Pelayanan Pajak Kendaraan Drive Thru UPTD

Wilayah-1 Kantor Bersama Samsat Banda Aceh”.



1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan standar pelayanan publik pada pajak kendaraan dengan

2. pan publik Drive Thru dari

ah-1 Kantor Bersama

elitian

pajak

Samsat

dari intansi

a Samsat Banda

AR-RANIRY

1.4 Tujuan Penelitia

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik pajak
kendaraan dengan sistem Drive Thru di UPTD Wilayah-I Kantor

Bersama Samsat Banda Aceh.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelayanan pajak melalui
Drive Thru baik dari intansi maupun masyarakat di UPTD Wilayah-I

Kantor Bersama Samsat Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian :

menjadi  sebagai

---------------
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